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MOTO 

“Aku sama seperti negaraku; aku muda, tangguh dan lapar. Aku tidak akan menyia-nyiakan 

kesempatanku. Jangan kaget jika nanti kau melihatku di buku sejarah. Aku akan 

mengorbankan nyawaku jika itu membebaskan kita. Pada akhirnya, aku akan di atas.” 

(Lin Manuel Miranda) 

“Aku adalah satu-satunya hal dalam hidup yang dapat ku kendalikan.” 

(Leslie Odom Jr.) 

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas 

kuasa dan ridho-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan 

dan diperuntukkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi: 

Ayahanda dan ibunda tersayang, 

Sebagai sebuah tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan 

kepada kedua orangtuaku, Ayahanda Affandy Suhartadjit dan Ibunda Eva Irine Irma 

Suryani, yang tak pernah lelah mendoakan dan berjuang untukku. Terima kasih atas cinta 

tanpa syarat, pengorbanan, dan keikhlasan yang tak pernah putus. Setiap langkahku menuju 

keberhasilan ini adalah berkat doa yang selalu terlantun darimu. Papa, Mama, kalian adalah 

alasanku masih berdiri disini, alasanku berjuang setiap hari.  

Kakakku tersayang, 

Untuk kakakku, Lidya Nur Farida Destiana, maaf jika selama ini aku jarang 

mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hatiku. Kak, engkaulah orang yang selalu ada 

untukku, menjadi pendukung ku bahkan saat aku ragu terhadap diriku sendiri. Kakak, terima 

kasih sudah menjadi panutan, pelindung, dan inspirasiku. Skripsi ini kutulis sambil 

mengingat semua kebaikanmu yang mungkin tak pernah cukup aku balas. Lia sayang kakak. 

Dosen pembimbing skripsi 

Kepada Bapak Mirza Satria Buana saya mengucapkan banyak hormat dan terima kasih 

yang mendalam atas bimbingan, dukungan, dan ilmu yang Bapak berikan selama proses 

penyusunan skripsi ini. Tidak hanya membimbing secara akademik, tetapi Bapak juga 

menginspirasi saya untuk terus berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam setiap langkah 

kehidupan. Kesabaran dan perhatian yang Bapak curahkan menjadi motivasi bagi saya untuk 

memberikan yang terbaik. Terima kasih atas segala ilmu yang tak ternilai.   
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ketabahan, sehingga sampai pada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat 
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RINGKASAN 

Cerella Faiza. Januari 2025. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) 

TERHADAP KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN PENGADAAN TANAH DI KOTA 

BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Skripsi, Program Sarjana 

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 107 halaman, 

Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. 

Pengadaan tanah merupakan aspek fundamental dalam pembangunan nasional Indonesia, 

terutama untuk proyek infrastruktur strategis. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 dan aturan pelaksanaannya, proses ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 

pembangunan dan masyarakat. Sesuai dengan prinsip konstitusional, Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) ditugaskan untuk menjalankan "Good Land Governance", yang merupakan 

bagian penting dari proses pengadaan tanah. Namun, dalam praktik, sering terjadi perbedaan 

antara kebijakan ideal dan keadaan nyata, seperti dalam hal transparansi dan kompensasi yang 

dinilai tidak memperhatikan dampak teknis yang dialami masyarakat. Tantangan dalam 

Pengadaan Tanah dapat bersumber dari birokrasi yang rumit, ganti rugi yang tidak jelas, 

kurangnya sosialisasi, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Ini terlihat dalam proyek 

pengadaan tanah untuk akses jalan Bandara Syamsudin Noor, di mana warga menolak proses 

karena merasa ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Maka perlu 

dilakukan identifikasi faktor-faktor ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi, dengan 

harapan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan berkeadilan sesuai 

prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio-legal, dengan menggabungkan aspek 

normatif dan empiris untuk mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan atau praktik di 

lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif-preskriptif, yang tidak hanya menjelaskan 

dan mengevaluasi kebijakan yang ada, tapi juga memberikan saran untuk perbaikan. 

Pendekatan penelitian ini merupakan gabungan dari pendekatan kualitatif, yaitu dengan 

menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) terhadap UU No.2/2012, 

Perpres No. 71/2012, PP No. 19/2021, dan aturan terkait dengan Pengadaan Tanah lainnya; dan 

pendekatan kuantitatif, yaitu dengan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi 

nyata. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library 

research) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier; dan studi lapangan (field 

research). Lokasi sampel adalah daerah terdampak Pengadaan Tanah untuk Jalan Akses 

Bandara Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Banjarbaru, dan populasi terdiri atas subjek atau 

objek yang berkaitan dengan proyek. Bahan hukum dianalisis melalui analisa teks/isi (content 

analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum. 

Perlindungan HAM dalam kebijakan pertanahan dan pengadaan tanah di Indonesia telah diatur 

melalui kerangka hukum yang kokoh, terutama UU No. 2/2012, yang telah dirancang untuk 

menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan menghormati hak-hak dasar masyarakat, 

seperti hak atas kepemilikan tanah, kompensasi yang layak, dan akses ke jalur hukum. Karena 

menyentuh kepentingan publik dan hak individu, proses pengadaan tanah seringkali membawa 
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tantangan. Maka untuk menjaga keadilan selama proses ini, BPN bertanggung jawab untuk 

mengidentifikasi dan mengukur tanah, melakukan penilaian nilai wajar dengan bekerja sama 

dengan penilai independen, dan menangani sengketa. BPN menjamin hak-hak masyarakat 

terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan melalui proses yang transparan. Penerapan prinsip 

transparansi dan partisipasi merupakan bagian penting dari perlindungan HAM karena 

masyarakat terlibat secara langsung. Metode konsultasi publik dan musyawarah dimaksudkan 

untuk mengurangi perbedaan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak. 

Selain itu, mekanisme FPIC memastikan masyarakat diberi informasi lengkap sebelum proyek 

dimulai dan memungkinkan persetujuan bebas. Hak atas kompensasi yang layak adalah bagian 

integral dari perlindungan HAM dalam pengadaan tanah. Penilai independen bertugas 

menentukan nilai pasar tanah berdasarkan standar penilaian yang berlaku, termasuk 

pertimbangan atas kerugian fisik maupun nonfisik. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah 

pengganti, pemukiman kembali, atau bahkan kepemilikan saham. Namun, jika masyarakat 

merasa dirugikan oleh keputusan ganti rugi, mereka memiliki hak untuk menempuh jalur 

hukum melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan. Selain itu, undang-undang ini 

memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke jalur hukum dalam setiap tahap pengadaan 

tanah. Misalnya, mereka dapat menentang keputusan penetapan lokasi atau hasil inventarisasi. 

Namun, hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum dan 

kurangnya bantuan hukum masih harus diatasi. Dalam konteks praktik, penelitian ini 

mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan HAM, seperti 

ketidaksepakatan masyarakat terhadap besaran ganti rugi, perbedaan penilaian nilai pasar, serta 

keterbatasan akses masyarakat ke informasi. Secara keseluruhan, perlindungan HAM dalam 

kebijakan pertanahan dan pengadaan tanah merupakan upaya kompleks namun esensial untuk 

menciptakan keseimbangan antara pembangunan nasional dan penghormatan terhadap hak 

individu BPN tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga bertindak sebagai 

mediator untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terdampak dipertimbangkan 

dalam keputusan yang dibuat dalam proses pengadaan tanah. Pemerintah dapat memperkuat 

legitimasi proyek infrastruktur dengan menerapkan prinsip HAM dengan lebih kuat. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam 

kebijakan pertanahan dan pengadaan tanah, serta mengkaji implementasi mekanisme 

pengawasan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melindungi hak 

masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menentukan 

bagaimana kerangka hukum menjamin hak masyarakat atas kepemilikan tanah, kompensasi 

yang layak, dan akses ke jalur hukum, khususnya melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penelitian menunjukkan bahwa 

transparansi, partisipasi masyarakat, dan penerapan penilaian nilai kompensasi yang adil 

adalah kunci untuk perlindungan HAM dalam pengadaan tanah. Melalui identifikasi tanah, 

penilaian nilai wajar, dan penyelesaian sengketa, BPN memastikan keadilan. Namun, hambatan 

seperti ketidaksepakatan mengenai ganti rugi dan ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak 

mereka masih menjadi masalah. Mekanisme pengawasan di Pemerintah Kota Banjarbaru 

dilakukan melalui kerja sama antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah. 

Studi kasus penting tentang proyek pembangunan jalan akses Bandara Syamsudin Noor 

menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar proses telah dilakukan sesuai dengan hukum, 

masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal meningkatkan komunikasi dengan 

masyarakat dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

perlindungan HAM dalam pengadaan tanah adalah aspek penting yang memerlukan kolaborasi 

antara pemerintah, masyarakat, dan pihak independen. Dengan menerapkan pendekatan yang 

inklusif dan transparan, pengadaan tanah untuk pembangunan dapat dilaksanakan secara adil 

tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat terdampak. 

Kata Kunci: Ganti Rugi, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pertanahan, Pengadaan Tanah, 

Pengawasan. 
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